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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

KATA PENGANTAR

Perwujudan kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan
hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam
kondisi yang sangat cepat berubah (Turbulence), hal yang harus tetap
dikembangkan adalah menjaga kepercayaan masyarakat melalui penyediaan
Public Good Service yang dilaksanakan secara transparan dalam kerangka

penyelenggaraan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 merupakan perwujudan
konkrit tingkat pencapaian kinerja (Performance Goverment) sebagai
kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah

Kabupaten dan Perangkat Daerah wajib untuk menyusun LKjIP.

Dengan tersusunnya LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun 2022, diharapkan dapat memberikan informasi yang
dibutuhkan Stakeholders tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan
yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem.
Masukan dan kritik yang membangun terhadap laporan ini sangat
diharapkan sehingga kedepan Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem
dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan konstribusi yang baik

untuk pembangunan di Kabupaten Karangasem.

__Amlapura, 7 Maret 2023
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LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2022

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai upaya untuk menyikapi pasal 3 Undang-Undang Nomor
28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, terdapat 7 (tujuh) azas-azas umum
penyelenggaraan negara yang salah satunya adalah azas akuntabilitas.
Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan
dan outcome dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  merupakan
perwujudan  kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang
telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Hal

ini diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai realiasi dari
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Peraturan ini mewajibkan setiap instansi Pemerintah baik di pusat
maupun daerah menyusun suatu laporan keuangan dan laporan
kinerja yang terintegrasi dengan berbagai sistem manajemen
Pemerintahan lainnya, )

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan
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ini merupakan acuan setiap instansi Pemerintah untuk menyusun
Dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja;

c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi yang mengamanatkan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi untuk mengoordinasikan pelaksanaannya di berbagai
instansi Pemerintah;

d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama,;

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah; dan

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain berbagai peraturan perundangan di atas, juga terdapat
berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mensyaratkan
adanya akuntabilitas kinerja yang baik, seperti pada Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan
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